
PER.11.TURAN DAERAH KOTA BONTANG 

NOMOR 3 TAHUN 2013 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS :?ERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 4 

TAHUN 2010 TENT.\NG PENGELOLAAN DAN PENGlSAHAAN SARANG 

BURUNG WALET 

DENG,.'.N RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BONTANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa agar perizinan pengusahaan sarang burung walet 

dar rat dilaksanakan secara efektif c.an tetap berpedoman 

pada ketentuan peraturan perunuang-undangan, perlu 

me .ubah Peraturan Daerah Kota Bon tang Nomor 4 Tahun 

20 .0 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang 

Bu ·ung Walet; 

b. ba..wa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pa. .a huruf a, perlu menetapkan F craturan Daerah Kota 

Boi.tang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 

Bo.xtang Nomor 4 Tahun 2020 Tertang Pengelolaan dan 

Per.gusahaan Sarang Burung W alet; 

1 .  Pa, al 18 ayat (6) Undang-Undang Irasar Negara Republik 

Ind onesia Tahun 1945; 

2. Un :lang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

Perhberitukan Kabupaten Nunukan Kabupaten Malinau, 

Kai .upaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota 

Bo: :.tang (Lembaran Negara Repul .lik Indonesia Tahun 

19c 19 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3839) sebagaiman.i telah diubah dengan 
' Un :.ang-Undang Nomor 7 Tahun 2(<00 (Lembaran Negara 
I 

Rei.ublik Indonesia Tahun 2000 IJomor 74 Tambahan 

Leribaran Negara Republik Indonesia Tahun 3962); 

3. Un Jang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten.tang 

Pei ·:erintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 

Incionesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 



Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang­ 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Le-nbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5059); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Talrun 2012 Tentang Izin 
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5285); 

Dengan Persetujuan Bersama 

' DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG 

dan 

WALIKOTA BONTANG 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERAfURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 4 TAHUN 

2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN 

SARANG BURUNG WALET . 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Pe ngelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet 
(Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2010 Nomor 4) diubah 
sebagai berikut: 

1 .  Keterituan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai 
berikut: · 
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Pasal 2 

(1 )  Setiaj: Orang atau Badan dapat melakikan Pengelolaan dan 
Pcngusahaan sarang burung walet k ecuali pada kawasan 
terter .tu. 

(2) Kawaian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
adala h sekitar perkantoran pemerintan, instalasi pelayanan 
urrru.u, sekolah, tempat ibadah, perus ahaan air minum dan 
instalasi militer dengan radius paling sedikit 100 (seratus) 
mete:' dari batas terluar. 

(3) Keter tuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
berla (U bagi bangunan sarang bururu -. walet yang dibangun 
sebel .im Peraturan Daerah ini ditetapk.an. 

2. Ketentus n ayat (2) huruf h Pasal 7 diut ah, sehingga Pasal 7 
berbuny: sebagai berikut : 

Pasal 7 

(1 )  Setiao orang atau badan yang mengelola dan mengusahakan 
sarar::

1
g burung walet wajib memperoleh izin usaha dari 

Walilota Bontang. 
' 

(2) Untt,« mendapatkan izin usaha sarang burung walet 
sebag.aimana dimaksud pada ayat ( '.) harus mengajukan 
permnhonan tertulis kepada Walikota l.3ontang melalui SKPD 
yang : membidangi penzman dr-ngan melampirkan 
persyaratan : 

a. idnntitas pemohon; 

b. ta.ida pelunasan pajak bumi dan bs.ngunan; 

c. ncmor pokok wajib pajak (NPWP); 

d. sirat persetujuan masyarakat sektar dalam radius 100 

(s.iratus] meter; 

e. re.comendasi lurah dan camat: 

f. iz,;1. mendirikan bangunan; 

g. iz.n gangguan (HO); dan 

h. Sl rat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL). 

(3) Persyu atan surat pcrsetujuan masy arakat sekitar dalam 
radius 100 (seratus) meter sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) h .iruf d, tidak berlaku bagi bangunan sarang burung 
waletyang dibangun sebelum Peratura 1 Daerah ini berlaku. 
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan 
izin usaha sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. 

3. Ketentuan Bab IX dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

BABIX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Dihapus. 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran 

daerah 

Ditetapkan di Bon.tang 
pada tanggal 8 April 2013 

WALIKOTA BONTANG, 

<...... ';__;;j' 74 A I 
ADIDARMA 

Diundangkan di Bontarig 
pada tanggal 8 April 20 J 3 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG 

ASMUDIN 

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2 0 1 3  NOMOR 3 
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